
:

(}UBDRIIIIR lSUgA TDI{G'GIARA TITUR

PERATURAN GUBERIIT'R NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR ..5t rnrrun zorg

TENTANG

KEDUDUKAI{' SUSUIIIAIT ORGANIAASI' TUGAS DAN FTINGSI---siiie rlrn xtR.ta BADAII PEil<rrrugttlc<r DAsRArr
PROVII{SI IrUSA TEI|GGARA TIIf,UR

DENGAN RAIIDTAT TUITAN YANC MAHA ESA

GUBERITT''R ilUSA TEI{GGARA TIMUR'

Menlmbang : a' bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa

fengg"r" , Timur Nomor 9 Tahun 2Ot6 tentang

Pemb-entukdn dan Susunan Perangkat Daer-a! Provinsi

Nrr"t fettgg"ta Timur sebagaimana telah diubah dengan
p"."i*.*5""rah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1

Tahu; 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

. Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
provinJi Nusa Tenggara Timur, telah ditetapkan Perangkat

Daera-h Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b.bahwasesuaiketentuanPasal4PeraturanDaerahProvinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentuliln dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya' ketentuan
mengenai Ldttdltkttt, susunan organisasi' tugas dan

fungii, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di

bawahnya ditetapkal dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b' perlu menetapkan Peraturan

GuUernurtentangKedudukan'SusunanOrganisasi'T\rgas
aan Fu,,gsi sertJ Tata Kerja Badan Penghubung Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Monglngat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
p.-L"it,t 

^tt 
Daerah-daerah Tingkat I B4' Nusa

TensgalaBaratdanNusaTenggaraTimur(Lembaran
Iv"gil" 

*n"p"uiil' 
itta""""ia Tahun 1958 Nomor '115'

ramUafran Lmbaran Negara Republik lndonesia Nomor

1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
p"."t"it,,tulr ieraturan Perundang-undangan (l,embaran

Negara neputtit< Indonesia Tahun 2OlI Nomor 82'
Tambahan 

^kmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor

523+l; cly'



4.

5.

6.

7.

8.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam

p.ny"L.tgg.taan pemerintahan daerah'
Badan Penghubung Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah

Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

i"i" x"t: 
"""aalah 

langkaian pekerjaan yang, tersusun secara sistematis'

i.tr"p al-i tahap sibagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus

ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan'

t<"to-pot Jabatan nuttlsi"nat adalah- kedudukan yang menunjukJ<an

,rg"",'*"gg"ngiawab, *""*".u.ttg dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil

dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri'

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan merupakan unsur penunjang koordinasi pelaksanaan urusan

p"rn.ri.ttaftttt dan pemban gunan dengan Pemerintah Pusat'

Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang be-rkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah'

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Sub Bidang terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang :

1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;

2. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi; dan

3. Sub Bidang Pembinaan Masyarakat dan Kehumasan'

c. KelomPok Jabatan Fungsional'

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf i' dlp]lryi^:*h
Xepal" Eub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada KePala Badan.

sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,dipimpin oleh

Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada KePala Badan.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

"VJt tft 
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan

ULgi"" V""g tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'

(u

(21

(i)

(21

(3)

(1)

(2) Ketentuan mengenai uraian tugas masing-masing jabatan pada- Badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Feraturan Gubetnut ' !

3



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemeriitahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba}lan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018

tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 18

Nomor 1539);

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

)016 No-o. 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9

Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

iO 19 No.tto. 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);

4.

Menetapkan:

MEMUTUSI{AN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA

TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur'
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyel eflggara pemerintahan daerah'
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara firn:ur ' p
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(1)

(21

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas

membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang koordinasi

pelaksanaan urusan pemerintahan dtl pembangunan dengan

iemerintah Pusat yang menjadi kewenangan Daerah'

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan

menyelenggarakan fungsi :

". p!"1-Jri""" kebijakan teknis di bidang penghubung Daerah;

r. i"i"f.""""an tugas dukungan teknis di bidang penghubung Daerah;

c. i"mtntauan, eialuasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

ieknis di bidang penghubung Daerah;

d. pembinaan tetnis 
'penyelJnggaraan ft:g"i penunjang koordinast

pelaksanaan r*".n p"-"iittttttttt dan pembangunan dengan

Pemerintah Pusat;

". 
p"i.f."""""n fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinYa.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c' mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Badan sesuai keahlian dan kebutuhan'

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6'

terdiriatassejumlahten'agadalamjabatanfungsionalyangterbagidalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya'

(2\ Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana aim{1{ pada ayat
\-' 

frl, Jipit"pl" ol"h 
""ot""g 

tenaga senioryang ditunjuk oleh Gubernur atas

usul KePala Badan.

(3) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

frj, aitentut<an berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan wajib menerapkan -prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan

sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-

masing. p.
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Pasal 9

(1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam

melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan'

(21 Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban

mernberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan

dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam

lingkungan kerjanYa.

Pasal 1O

setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan wajib mengawasi

ba*aia.,nya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2|KepalaSubBagiandanKepalaSubBidangpadaBadandiangkatdan
diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap

melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru
berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa

Tenggara Timur Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Orgiiisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah
provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2016 Nomor 085) dicabut dan dinyatakan tidak berlakw. p
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Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di KuPang
pada tanggal & ,J+pq#Lt

IT GUBERNUR NU$AiTENGGARA TIMURv tm

IVIKTOR BUNG ILU LAISKODAT

2019

Diundangkan di KuPang
pada tanggal r.tJAPqAFl 2019

SEKRETARIS DAERAH
penovrnsr NUSA TENGGARA TIMUR, 

}BENE
US POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 3I



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :31 TAHUN 2019
TANGGAL :a$ApqftFl 2019

BAGAN STRUKTI'R ORGAI{ISASI
BADAN PENGHT'BTING DAERAIT PROVIr{SI

NUSA TENGGARA TIMI'R

[pcueenwun 
.W*..M'"l

,/. \IIKTOR AUNGTILU LNSKODAT

I

KEPALA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BIDANG
PEMBINAAN MASYARAKAT

DAN KEHUMASAN

SUB BIDANG
PROMOSI DAN KERJASAMA

IT{VESTASI

SUB BIDANG
HUBUNGAN ANTAR

LEMBAGA


